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ABSTRAK
[bookmark: _Hlk202539013]       Naila Kharisma Ningrum, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa (Pada Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara). Dibawah bimbingan Ibu Dwi Risma Deviyanti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik terhadap pencegahan kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan desa pada Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran instrumen kuesioner. Penelitian ini memiliki sampel yaitu seluruh penduduk Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah berumur 17 tahun. Penentuan sampel menggunakan metode stratified random sampling dengan total 95 responden (terdiri dari masyarakat yang terbagi berdasarkan dusun tempat tinggal) yaitu Bukit Raya, Mekar Sari dan Wono Asri. Analisis data penelitian ini menggunakan Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versi 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan keuangan desa.

Kata kunci: partisipasi masyarakat, akuntabilitas publik, pencegahan  fraud


ABSTRACT
       Naila Kharisma Ningrum, The Effect of Community Participation and Public Accountability on Fraud Prevention in Village Financial Management (in Makarti Village, Marang Kayu District, Kutai Kartanegara Regency). Under the guidance of Mrs. Dwi Risma Deviyanti. The purpose of this study was to determine the effect of community participation and public accountability on fraud prevention in village financial management in Makarti Village, Marang Kayu District, Kutai Kartanegara Regency. This type of research is quantitative research using primary data obtained from distributing questionnaire instruments. This study has a sample, namely all residents of Makarti Village, Marangkayu District, Kutai Kartanegara Regency who are 17 years old. The sample determination used stratified random sampling method with a total of 95 respondents (consisting of people who were divided based on the hamlet where they lived), namely Bukit Raya, Mekar Sari and Wono Asri. The results of this study indicate that community participation and public accountability partially and simultaneously have a positive and significant effect on preventing fraud in village financial management.
Keywords: community participation, public accountability, fraud prevention
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1

BAB I
PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
Pemerintah desa sebagai instansi pemerintah merupakan salah satu contoh dari organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang optimal dan tidak menjadikan laba sebagai orientasinya Sujarweni (2015). Desa sebagai bagian dari pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama perkembangan pemerintahan pada saat ini. Hal ini sesuai dengan ungkapan Mohammad Hatta “ Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di Desa” Maharani & Syahid (2021). Maka dari itu desa memiliki peran yang cukup besar untuk kemajuan negara Indonesia.
2

Untuk menjalankan fungsinya desa telah diberi otoritas dan sumber dana yang memadai. Wewenang yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom dalam hal ini pemerintah desa untuk mengelola sumber dana yang disebut desentralisasi Pratiwi et al (2021). Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik berupa uang maupun barang. Dana yang diberikan kepada desa merupakan upaya pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ayu Kristini et al (2020). Pengelolaan ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan pemerintah desa, pembangunan fasilitas, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Yuliastuti


et al (2022).Sumber keuangan desa berasal dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pendapatan asli desa sendiri. 
[bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Secara rinci, sumber keuangan desa meliputi yang pertama, Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai berbagai kegiatan desa. Selanjutnya, Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima daerah untuk desa. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) juga menjadi sumber pendapatan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah. Selain itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) diperoleh dari hasil usaha desa, pengelolaan aset desa, serta sumber-sumber lain yang sah dan legal. Desa juga menerima Bantuan Keuangan dari Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang diberikan sebagai dukungan tambahan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Terakhir, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, baik individu maupun lembaga, turut menjadi sumber pendapatan desa yang sah dan dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku Eka Sari et al (2019). Kondisi keuangan desa sangat penting karena semua kegiatan dan program yang dilakukan desa memerlukan uang. Jadi, jika pengelolaannya tidak baik, maka tujuan dari organisasi desa tidak akan tercapai Simanjuntak et al (2023)
Fakta yang terjadi di lapangan berbanding terbalik dengan tujuan awalnya.  Pengalokasian keuangan desa belum direalisasikan dengan baik dan cenderung dilakukan kecurangan Tinay et al (2022). Menurut Association of Certified Fraud Examinations (ACFE) kecurangan atau fraud adalah kebohongan, ketidak benaran yang dilakukan secara sengaja dalam mengelola dan melaporkan kekayaan guna mencari keuntungan. Jika terjadi, fraud tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi desa, seperti tertundanya pembangunan dan kegagalan untuk mencapai tujuan utama desa, yaitu kesejahteraan masyarakat. .Terjadinya kecurangan dapat berupa pada bentuk penyimpangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi Selvia & Arza (2023). Fenomena fraud, khususnya korupsi, menjadi perhatian utama di Indonesia karena tren kasusnya yang cenderung meningkat setiap tahun.
[bookmark: _Toc204671508]Tabel 1. 1 Korupsi Dana Desa Tahun 2019-2023
	Tahun
	Jumlah Kasus
	Kerugian Negara (Rp)

	2019
	96
	36,5 Miliar

	2020
	129
	50,1 Miliar

	2021
	154 
	233 Miliar

	2022
	155
	381 Miliar

	2023
	187
	162,25 Miliar


Sumber: katadata.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan data jumlah kasus korupsi dana desa beserta kerugian negara yang ditimbulkan dari tahun 2019 hingga 2023. Terlihat adanya tren peningkatan jumlah kasus korupsi dana desa selama periode tersebut. Jika dijumlahkan selama tahun 2019-2023 kurang lebih Rp 862,85 miliar dana desa dikorupsi. Berbagai modus yang dilakukan dalam kasus korupsi dana desa ini, seperti penyalahgunaan anggaran, penggelapan dan laporan fiktif.
Dana desa merupakan salah satu bagian dari keuangan desa. Sebagai contoh, peningkatan kasus korupsi, dana desa terjadi karena banyaknya kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Korupsi pada dana desa merupakan salah satu masalah mendasar disebabkan karena anggaran yang besar namun implementasi di level desa tidak diiringi transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa Eka Sari et al (2019). Diperlukan metode alternatif untuk meminimalkan dan mencegah penyelewengan pengelolaan keuangan desa. Dengan menghilangkan atau menimimalisir penyebab tersebut fraud keuangan desa dapat dikurangi Kristuti et al (2023). 
Sebagai upaya pencegahan terjadinya fraud, pengawasan keuangan desa dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Jika pengelolaan keuangan desa tidak diikuti dengan proses pengawasan yang ketat, peluang untuk terjadinya fraud akan semakin besar. Tidak adanya peraturan yang jelas yang mengatur partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan desa, terutama terhadap kepala desa, dapat menyebabkan korupsi keuangan desa Herdiana (2019).
Selain itu, akuntabilitas publik juga berperan krusial dalam mencegah fraud. Akuntabilitas publik yang baik menuntut adanya pertanggungjawaban yang jelas dari aparat desa terhadap penggunaan dana, termasuk pelaporan yang transparan dan mekanisme pengawasan yang efektif. Akuntabilitas mengenai penggunaan keuangan desa yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan realisasi program dan kegiatan desa, dan Laporan kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana Maghfirah et al (2023). Dalam pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas sangat penting karena akuntabilitas merupakan cara untuk mengontrol seluruh aparatur desa untuk menjalankan tugasnya dengan baik Yuliastuti et al (2022).
Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada dana desa sebagai objek kajian utama. Padahal, dalam realitasnya, terdapat berbagai sumber dana lain dalam APBDes yang juga memiliki potensi kerawanan terhadap praktik fraud. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya membatasi ruang lingkup pada satu sumber dana saja, melainkan mencakup seluruh aspek keuangan desa yang tercantum dalam APBDes. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi fraud pada pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan, serta memberikan kontribusi yang lebih luas bagi upaya pencegahan dan penanggulangan kecurangan di lingkungan pemerintahan desa.
[bookmark: _Hlk205381394]Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu desa yang cukup representatif di Kecamatan Marangkayu dengan jumlah penduduk sekitar 2.400 jiwa yang tersebar di tiga dusun dan 16 RT. Kondisi ini mencerminkan struktur sosial dan administratif desa yang kompleks, sehingga memberikan konteks yang relevan untuk topik penelitian. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan perangkat Desa Makarti dikatakan bahwa untuk tingkat kecamatan, Desa Makarti menduduki posisi pertama tingkat akuntabilitas terbaik. Pernyataan tersebut tentunya harus dibuktikan dengan realitas yang terjadi, mengenai akuntabilitas tersebut memperkuat adanya pencegahan fraud secara keseluruhan. Selain itu , menurut pengakuan aparat desa mengatakan bahwa  pengelolaan keuangan desa murni dikelola oleh bendahara desa dengan persetujuan dari sekretaris desa, dan untuk pengeluaran dan pembelanjaan dikelola secara bersama antara sekretaris desa dan aparat desa terkait, sedangkan bendahara tugas utamanya lebih fokus pada pencatatan setiap transaksi yang terjadi.
[bookmark: _heading=h.34wv5if3uj5c]Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya fraud pada pengelolaan keuangan Desa di Desa Makarti yaitu tidak dikelola secara penuh oleh salah satu aparat desa saja, tetapi ada keterlibatan pihak lain yang sekaligus bisa menjadi pengawas penggunaan dana sudah sesuai dengan APB Desa yang ditetapkan di tahun anggaran. Tetapi upaya tersebut belum cukup, apabila terjadi kerjasama antar aparat desa seperti, memanipulasi laporan penggunaan dana atau menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi  tentunya diperlukan pengawasan dari pihak luar yang juga berkepentingan terhadap keuangan desa yaitu masyarakat.
Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dilakukan sebagai bentuk keterlibatan dan keterbukaan kepada masyarakat agar bisa bertindak sebagai pengawas pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian yang akan dilakukan oleh penulis kali ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan Desa pada Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
1.2.	Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang yang telah disampaikan di awal, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:
[bookmark: _heading=h.9h3brcwh7i09]1.	Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa?
2.	Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa?
3. 	Apakah partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa?
1.3.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini untuk menemukan bukti empiris,antara lain:
[bookmark: _heading=h.uqaeciboc46k]1.	Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan fraud  pengelolaan keuangan desa.
2.	Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa
3.	Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik secara simultan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa
1.4.1.	Manfaat Penelitian
Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Beberapa manfaat yang diharapkan termasuk:
1.	Teoritis: Berkontribusi terhadap literasi pada bidang akuntansi sektor publik, khususnya menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan antar variabel yang digunakan serta sebagai dasar atau tambahan informasi dan masukan untuk membantu pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini dapat memperkuat relevansi teori stewardship dan kontrol sosial sebagai kerangka teoretis yang efektif dalam studi pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.


2.	Praktis
1) Bagi pemerintah desa
[bookmark: _heading=h.s1w6lcpj6xoi]Dapat memberikan wawasan yang berguna dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa sehingga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa.
2) Bagi masyarakat
Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan menyadarkan masyarakat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sangat penting untuk mencegah  fraud pengelolaan keuangan desa
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[bookmark: _heading=h.4i7ojhp]KAJIAN PUSTAKA
2.1.	Landasan Teori
2.1.1.	Teori Kontrol Sosial 
Kontrol sosial adalah upaya masyarakat untuk mencegah penyimpangan sosial dengan mengatur sikap, nilai, dan norma yang berlaku demi terciptanya keteraturan sosial Dea et al (2020). Teori kontrol sosial dipopulerkan Emile Durkheim pada tahun 1895. Durkheim memandang bahwa kontrol sosial merupakan kekuatan eksternal berupa fakta sosial yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969 sebagai bagian dari social bond theory.
Teori kontrol sosial muncul karena adanya fenomena penyimpangan dari sebagian orang dalam menjalankan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Jika kontrol tersebut hilang, masyarakat akan menjadi pelaku kejahatan dan berbuat kriminal, dan ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat tidak dapat mengikat orang dan membuat mereka patuh pada norma-norma yang berlaku. Terdapat empat unsur utama yang saling berkaitan dalam teori ini yaitu attachment (ikatan sosial), commitment (tanggung jawab), involvement (keterlibatan), dan belief (kepercayaan atau keyakinan). 
Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa teori kontrol sosial juga merupakan dasar dan pendukung dilakukannya tindakan partisipasi masyarakat karena pada dasarnya kontrol sosial berfungsi sebagai mekanisme untuk mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kontrol sosial berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif dan memperkuat ikatan sosial, sehingga masyarakat merasa bertanggung jawab dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bersifat positif, termasuk dalam pencegahan tindakan penyimpangan seperti fraud pengelolaan keuangan desa
2.1.2.	Stewardship Theory
[bookmark: _heading=h.f9holtdmqfbm]Menurut Davis et al (1997), teori ini menjelaskan situasi manajer (manajemen) agar termotivasi untuk mencapai tujuan dan keberhasilan organisasi yang paling penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Dalam teori ini, manajer termotivasi untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginan prinsipal. Selain itu, sebagai hasil dari upaya mereka untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen cenderung berperilaku loyal terhadap organisasi Susetyo et al (2022). Dalam organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan, teori stewardship disajikan sebagai teori yang didasarkan pada perilaku, perilaku manusia (behavior), pola manusia (model of man), dan mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi, dan kekuasaan).
Maka dari itu dapat dikatakan bahwa Stewardship Theory juga merupakan dasar dan pendukung dilakukannya tindakan akuntabilitas publik karena pada dasarnya kepala desa dan aparat desa lainnya adalah pemegang amanah yang mengelola sumber daya publik untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang diterima, memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan transparan. 
[bookmark: _heading=h.vzcc4j7qwil7]2.1.3 	Partisipasi Masyarakat
Partisipasi adalah konsep di mana masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam proses atau alur program dan mengawasinya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan, dengan menyumbangkan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materi Susetyo et al (2022). Dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa dapat memperoleh ide-ide program dan masukan dari masyarakat untuk bersama-sama membangun desa Sanjaya et al (2023). 
Tahap penting dalam penyusunan rencana adalah Musyawarah Desa. Dalam forum tersebut membutuhkan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan kritik, masukan, dan saran tentang program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun yang akan datang Zakariya (2020).
Partisipasi masyarakat menurut teori Cohen dan Uphoff (1977) dibagi menjadi empat tahapan yang saling berkaitan dalam proses pembangunan. Tahap pertama adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan, di mana mereka aktif berpartisipasi dalam diskusi dan rapat sehingga memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Tahap kedua adalah keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, di mana mereka memberikan kontribusi berupa materi, tenaga, dan ide yang mendukung terlaksananya program. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pengambilan manfaat, yaitu masyarakat mencatat pencapaian program baik dari segi kualitas berupa peningkatan output maupun kuantitas yang diukur melalui persentase keberhasilan program tersebut. Tahap terakhir adalah partisipasi dalam evaluasi, di mana masyarakat terlibat dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak mengalami penyimpangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada tahap awal, tetapi juga berlanjut hingga evaluasi, sehingga memastikan keberhasilan yang ingin dituju.
[bookmark: _heading=h.ubrj505682pm]	Indikator partisipasi masyarakat menurut Sujarweni (2015), yaitu:
1. [bookmark: _heading=h.advpprb6j3iw]Pengambilan keputusan: Keterlibatan dalam pengambilan keputusan	terhadap program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh desa
2. Penyusunan anggaran: Memberikan usulan atau saran terhadap perencanaan	anggaran keuangan desa dan keterlibatan aktif masyarakat dalam rapat	dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran	desa
3. Pelaksanaan anggaran: Keterlibatan masyarakat dalam melakukan	pengawasan dan pelaporan anggaran desa, memberikan penilaian terhadap	pelaksanaan anggaran desa, dan memberikan penghargaan
2.1.4    Akuntabilitas Publik
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab entitas pelaporan atas pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala. Pengelola sumber daya pemerintah harus memberi tahu masyarakat tentang apa yang mereka lakukan. Dengan mengutamakan akuntabilitas, kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah akan meningkat, sehingga masyarakat akan mendukung tindakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwasanya akuntabilitas publik merupakan bentuk pertanggungjawaban kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada pemerintah desa. Akuntabilitas publik didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan hak untuk menerima fakta-fakta yang diumumkan secara terbuka.
Dalam Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2007) untuk melaksanakan akuntabilitas di institusi pemerintahan, prinsip berikut ini harus diperhatikan:
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf organisasi untuk	menerapkan pengelolaan yang akuntabel.
2. Suatu sistem yang dapat memastikan bahwa sumber daya digunakan sesuai	dengan peraturan hukum yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah	ditentukan.
4. [bookmark: _heading=h.m1nq5xcsiut3]Harus berfokus pada pencapaian visi dan misi serta hasil yang akan	diperoleh serta jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen	perubahan untuk mengubah manajemen lembaga pemerintah dengan	memperbarui metode pengukuran kinerja dan membuat laporan	akuntabilitas.
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan beberapa jenis laporan keuangan yang menjadi bagian penting dalam transparansi dan pertanggungjawaban. Laporan tersebut meliputi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan awal pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, APBDes merupakan dokumen resmi yang memuat rincian anggaran yang telah disetujui untuk pelaksanaan kegiatan desa. Pemerintah desa juga harus menyusun Laporan Realisasi APBDes secara triwulanan dan tahunan sebagai bentuk pelaporan penggunaan anggaran yang telah berjalan. Selain itu, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes (LPJ APBDes) wajib disampaikan untuk menjelaskan secara rinci capaian dan penggunaan anggaran desa selama periode tertentu. Tidak kalah penting adalah Laporan Aset Desa yang mencatat seluruh kekayaan desa sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya desa. Laporan Konsolidasi juga disusun untuk mengintegrasikan berbagai laporan keuangan desa agar memberikan gambaran menyeluruh. Terakhir, dokumen pendukung lainnya seperti buku kas umum, buku bank desa, buku pembantu pajak, dan dokumen pembukuan lain yang sesuai dengan sistem pembukuan yang diterapkan harus disiapkan sebagai bukti dan referensi administrasi keuangan desa. Keseluruhan laporan ini menjadi instrumen utama dalam memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator yang menjadi pengukuran akuntabilitas menurut Mahmudi (2013), yaitu:
1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran: Mengukur kepatuhan terhadap hukum	dan peraturan serta penghindaran penyalahgunaan jabatan dalam	pengelolaan keuangan desa.
2. Akuntabilitas manajerial: Berkaitan dengan pengelolaan administrasi dan	prosedur yang efektif serta efisien dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Akuntabilitas program: Menilai kesesuaian program yang dibiayai dengan	kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan program.
4. Akuntabilitas kebijakan: Mengukur kesesuaian kebijakan yang diterapkan	dengan peraturan dan tujuan pembangunan desa.
5. Akuntabilitas finansial: Berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang	transparan, tepat waktu, dan akurat dalam pelaporan serta	pertanggungjawaban keuangan desa
[bookmark: _heading=h.r5e0l6u214t9]2.1.5 	Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa
[bookmark: _heading=h.4sd8xeohx2zv]Fraud adalah perbuatan secara sengaja bisa dilakukan sendiri, dengan melibatkan orang lain, atau kelompok yang dapat diajak berkompromi. Fraud mengambil kesempatan atau penyalahgunaan tugas, jabatan, atau kedudukan yang diberikan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu dengan cara mengelabui, menghilangkan, berbuat curang, tidak melaporkan atau membuat laporan keuangan yang tidak akurat, atau dengan cara lain. Kejujuran dan integritas yang lemah serta sifat egois seseorang dapat mendorong mereka untuk melakukan kecurangan Nur (2023). Adanya celah dan kurangnya kontrol untuk mencegah dan mengidentifikasi pelanggaran dapat meningkatkan kemungkinan kecurangan.
Menurut Georgios L. Vousinas (2019) model S.C.C.O.R.E memperkenalkan terdapat enam faktor seseorang melakukan kecurangan, yaitu:
1. Stimulus, merupakan tekanan masalah keuangan maupun non keuangan	tertentu yang dapat diselesaikan dengan mencuri uang atau aset lainnya.
2. Capability (Kemampuan), adalah kemampuan individu untuk melakukan	kecurangan, termasuk pengetahuan dan akses terhadap informasi atau	sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Collusion (Kolusi), merupakan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk	melakukan kecurangan, yang dapat menciptakan lingkungan di mana	tindakan curang menjadi lebih mudah dilakukan dan sulit dideteksi.
4. Opportunity (Peluang), merupakan peluang yang memungkinkan	kecurangan terjadi. Hal ini dapat terjadi karena pengendalian internal yang	lemah, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang.
5. Rationalization (Rasionalisasi), adalah mencari alasan untuk membenarkan	tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku.
6. [bookmark: _heading=h.226cka2d0qyb][bookmark: _heading=h.b2ek58s7h3g1][bookmark: _heading=h.7v8n2jbi9vlf][bookmark: _heading=h.vioif27upjvw][bookmark: _heading=h.hmuvxlozuy1e]Ego (Arogansi), merupakan rasa percaya diri yang berlebihan yang	membuat individu merasa aman atau berada diatas hukum dan norma.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (2018), terdapat lima modus korupsi keuangan desa yang umum dilakukan oleh Pemerintah Desa. Pertama, penggelembungan anggaran (mark up), yaitu dengan membuat anggaran proyek lebih mahal dari harga pasar sebenarnya untuk mengambil selisih keuntungan, biasanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Kedua, proyek fiktif, Pemerintah Desa membuat proyek kegiatan yang tidak nyata selama pelaksanaannya, namun dibuat seolah-olah proyek tersebut benar-benar terlaksana agar dana dapat dicairkan untuk keuntungan pribadi. Ketiga, laporan fiktif, yaitu pembuatan laporan yang tidak sesuai dengan kondisi pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya. Keempat, penggelapan, yang mirip dengan konsep penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perolehan barang dilakukan secara sah namun pemanfaatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menjadi tindak pidana. Kelima, penyalahgunaan anggaran, yaitu dana yang telah diperuntukkan dalam perencanaan tidak digunakan sebagaimana mestinya, melainkan dialihkan untuk kepentingan lain yang merugikan keuangan desa. Modus-modus ini menjadi titik rawan korupsi yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan desa dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat.
[bookmark: _heading=h.ept91aa2ye7t]Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintahan desa harus mengikuti prinsip akuntabel pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Menurut peraturan ini, pemerintahan desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Indikator yang menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti variabel pencegahan kecurangan (fraud) terdiri dari 4 menurut BPKP (2008), yaitu:
1. Penetapan kebijakan anti fraud: Kebijakan organisasi harus menegakkan etika tinggi (high ethical tone) dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah fraud. Seluruh manajemen dan karyawan harus berkomitmen menjalankan kebijakan ini secara konsisten agar efektif mencegah tindakan kecurangan.
2. Prosedur penanganan baku: Prosedur standar yang diterapkan secara konsisten menjadi kunci utama dalam pencegahan fraud. Prosedur ini melengkapi komitmen manajemen dengan langkah-langkah konkret untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kecurangan.
3. Teknik pengendalian dalam fraud: Merancang dan menerapkan teknik pengendalian yang efektif untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi potensi fraud secara dini, sehingga mempersulit pelaku melakukan kecurangan dan meminimalkan risiko kerugian.
4. Kepekaan terhadap fraud: Membangun kesadaran dan kepekaan seluruh anggota organisasi terhadap tanda-tanda dan risiko fraud, sehingga dapat segera mengenali dan mengambil tindakan pencegahan sebelum fraud terjadi.
[bookmark: _heading=h.pi4ehr5sjz35]2.2 Penelitian Terdahulu
[bookmark: _heading=h.17dp8vu]		Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel yang mempengaruhi pencegahan Kecurangan (Fraud) di dalam pengelolaan keuangan desa yang terdapat di Desa Makarti. Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik terhadap pencegahan Kecurangan (Fraud) pengelolaan keuangan desa.
		Penelitian terdahulu merupakan acuan dalam suatu penelitian, sebagai pembanding penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan adanya Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik terhadap pencegahan Kecurangan (Fraud) pengelolaan keuangan desa dikutip dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan dengan penelitian sebelumnya disajikan pada tabel berikut: 
[bookmark: _Toc204671528]Tabel  2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu
	No.
	Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	1.
	Ni Wayan Sariwati & Ni Komang Sumadi (2021)
	Variabel X yaitu: Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu
Variabel Y yaitu : Pencegahan (Fraud) dalam Pengelolaan Dana Desa

	Kompetensi   tidak memberikan   dampaknya   bagi pencegahan   kecurangan (fraud), sedangkan praktek akuntabilitas dan moralitas berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  pencegahan  kecurangan (fraud)

	2.
	Rega Yanuar Siswayanti (2022)
	Variabel X yaitu: Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Partisipasi Masyarakat, dan Whistleblowing System Variabel Y yaitu: Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa
	Kepatuhan pelaporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa sedangakan sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, dan whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

	3.
	Lianita Puspita Dewi, Kunti Sunaryo, Retno Yulianti (2022)

	Variabel X yaitu: Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu ,
Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas dan Whistleblowing
 Variabel Y yaitu: Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa 

	Kompetensi aparatur, moralitas individu dan praktik akuntabilitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana
desa sedangkan budaya organisasi dan whistleblowing tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan
dana desa

	4. 
	Elisa Putri Masni dan Vita Fitria Sari (2023)

	Variabel X yaitu: Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi, Pengendalian Internal,
dan Budaya Organisasi
Variabel Y yaitu: Kecurangan Dana Desa

	Variabel akuntabilitas dan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kecurangan
dana desa. Sedangkan variabel kesesuaian kompensasi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap variabel kecurangan
dana desa.


Disambung ke halaman berikutnya


Tabel  2. 2 Sambungan
	No.
	Peneliti
	Variabel Penelitian
	Hasil Penelitian

	5.
	Aryanto Nur (2023)
	Variabel X yaitu: Kompetensi SDM, Kompetensi Manajerial, dan Akuntabiliahan Fraud Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderating
	Akunta bilitas be                     rpengaruh positif, kompetensi SDM, kompetensi manajerial tidak berpengaruh positif. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak dapat memperkuat dan mempengaruhi hubungan antara akuntabilitas, kompetensi SDM dan kompetensi manajerial dengan pencegahan fraud  Dana Desa


[bookmark: _heading=h.cuh718ght63m]	
2.3	Kerangka Konseptual
Pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk sistemik dan terstruktur yang mencakup seluruh kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Proses ini diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan melibatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran. Yang kemudian dalam pendistribusian keuangan desa tersebut sering mengalami permasalahan. Permasalahan ini muncul dalam hal pengelolaan dana diselewengkan bahkan ketika sudah dianggarkan sedemikian rupa tetapi tidak digunakan sesuai alokasi anggaran awal. Selain itu, laporan pertanggungjawaban dinilai rawan palsu. Permainan proyek diduga dilakukan oleh para mafia dan menyusup mengatasnamakan penduduk desa Adi Kurniawan Saputra et al (2019).
Oleh karena beberapa hal yang telah dijabarkan di atas, maka untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya fraud Keuangan Desa. Bentuk antisipasi yang dirasa perlu dilakukan adalah partisipasi masyarakat.  Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjadi faktor penting dalam mencegah kecurangan. Penelitian Pertiwi (2022) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berdampak positif. Kecurangan tidak terjadi jika masyarakat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. 
Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga yang dapat menyuarakan keinginan mereka. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut, semakin besar pula rasa tanggung jawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dibuat, dan pembangunan akan lebih baik di masa depan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin rendah kecurangan, dan semakin rendah partisipasi masyarakat, semakin tinggi kecurangan yang dilakukan Rahmawati et al (2020). Partisipasi berasal dari bahasa inggris, yaitu participation yang berarti peran serta. Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat pada proses pengidentifikasian masalah dan kemampuan yang ada di masyarakat, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, penentuan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk mengatasi masalah, dan kontribusi masyarakat dalam proses menilai perubahan yang terjadi.
Selain itu, bentuk antisipasi adanya fraud adalah akuntabilitas publik. Hal ini berarti seseorang yang mendapat kesempatan dan diberi kepercayaan atau amanah bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan Utami et al (2023). Akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan, merupakan pilar utama dari tata kelola ke pemerintahan yang baik. Akuntabilitas berarti bahwa setiap individu, kelompok, atau instansi memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Hak masyarakat untuk dapat mengakses laporan keuangan wujud dari bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan.
Teori kontrol sosial menjelaskan bahwa masyarakat sebagai pengawas eksternal dapat memberikan tekanan sosial agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan keuangan desa. Ketika masyarakat aktif terlibat, mereka dapat mengidentifikasi dan melaporkan potensi penyimpangan atau kecurangan yang mungkin terjadi, sehingga mengurangi peluang bagi pelaku untuk melakukan fraud.
Selain itu, berdasarkan teori stewardship juga mendukung dan dapat  menjadi alasan dasar pemerintah desa harus melakukan akuntabilitas publik. Akuntabilitas organisasi sektor publik telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi hubungan antara steward dan principal sejak awal. Teori stewardship lebih cocok untuk diterapkan dalam organisasi pemerintahan karena tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan yang baik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat daripada mendapatkan keuntungan. 
Stewardship theory menyatakan bahwa para steward (pemerintah desa) harus bertindak demi kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Penerapan akuntabilitas publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, karena masyarakat memiliki hak 
Dengan pengertian mengenai Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik yang sudah dijelaskan maka peneliti berharap Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan keuangan Desa yang terdapat di Desa Makarti, sehingga di dalam pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara maksimal dengan terhindar dari tindakan Fraud (Kecurangan). Berdasarkan yang telah dijelaskan, untuk lebih jelas mengenai gambaran seluruhnya secara lebih ringkas mengenai penelitian ini maka akan digambarkan dalam kerangka konsep sebagai berikut:
[bookmark: _Toc204667161]Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian
Sumber: Data diolah, 2025
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[bookmark: _heading=h.cdujejt7jabp]2.4.	Pengembangan Hipotesis 
2.4.1.	Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan Fraud	Pengelolaan Keuangan Desa
Teori Kontrol Sosial menjelaskan bahwa penyimpangan dapat disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial Puguh et al (2019). Kontrol sosial dapat terjadi karena adanya kebutuhan masyarakat untuk menjaga keteraturan dan mencegah perilaku menyimpang melalui penguatan ikatan sosial antar individu dan kelompok. Dalam konteks pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, salah satu jenis kontrol sosial yang dapat timbul adalah kontrol sosial partisipatif yang melibatkan peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan mengevaluasi penggunaan keuangan desa. Kontrol sosial ini diwujudkan melalui mekanisme seperti musyawarah desa, penyebaran informasi terbuka melalui banner atau website desa, serta pembentukan komite pengawas masyarakat yang berfungsi sebagai pengawas eksternal. Partisipasi masyarakat ini penting karena dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sekaligus meminimalisir peluang terjadinya kecurangan.
Teori kontrol sosial menjelaskan adanya kemungkinan bahwa seseorang akan melakukan pelanggaran atau perilaku menyimpang ketika kontrol sosial yang mengikatnya lemah atau hilang. Dengan demikian, pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat karena keterlibatan aktif masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal yang efektif dalam mengawasi penggunaan keuangan desa. Partisipasi masyarakat memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi, sehingga meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan atau kecurangan oleh aparat desa. Melalui mekanisme seperti musyawarah desa, pelaporan masyarakat, dan pengawasan langsung, masyarakat dapat memberikan masukan, kritik, serta informasi yang membantu mendeteksi dan mencegah praktik fraud. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga meningkatkan kesadaran kolektif dan tekanan sosial untuk menjalankan pengelolaan keuangan desa secara jujur dan sesuai aturan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Siswayanti, R. Y. (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kalianget. Hal ini berarti semakin aktif dan besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan, pengambilan keputusan, serta evaluasi penggunaan dana desa, maka potensi terjadinya kecurangan dapat diminimalisir secara efektif. Partisipasi masyarakat berperan sebagai kontrol sosial eksternal yang mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga aparat desa terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan jujur dan sesuai aturan. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mencegah praktik fraud yang merugikan desa dan masyarakatnya.
Untuk menguji teori ini, penulis akan menentukan hipotesis pertama, yaitu: 
[bookmark: _heading=h.yaota2ndm6lw]H1: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) di dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
2.4.2	Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan	Keuangan Desa
Dikutip dari perspektif stewardship theory, Donaldson dan Davis (1977) menjelaskan bahwa manajer/pemerintah tidak termotivasi oleh tujuan individu tetapi mengutamakan kepentingan bersama dalam meraih sasaran serta hasil yang ditetapkan. Keay (2017) menjelaskan bahwa fungsi stewardship theory adalah sebagai mekanisme akuntabilitas publik untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban kepada pihak pemberi amanah, yang dapat diberikan dalam bentuk laporan. Dengan akuntabilitas publik, pengelola keuangan dapat menjadi lebih teratur dan tertib dalam melaporkan laporan pertanggungjawabannya.
Dalam hal akuntabilitas pubik, laporan keuangan pemerintah desa menunjukkan jumlah dana yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan perencanaan dana yang telah ditetapkan. Pelayanan kesehatan, pembangunan jalan, dan pelayanan air bersih adalah beberapa contoh dari target yang telah ditetapkan untuk melayani masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dan meminimalisirkan kecurangan benar-benar diharapkan dengan adanya akuntabilitas publik.
Penelitian Adi Kurniawan Saputra et al (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki peran penting dalam pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas yang diterapkan secara konsisten dapat meningkatkan transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga mengurangi peluang terjadinya kecurangan. Dengan adanya akuntabilitas, aparat desa terdorong untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan penggunaan dana, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Hal ini menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan yang lebih terpercaya dan terkontrol, sehingga risiko fraud dapat diminimalkan secara signifikan. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam mencegah praktik fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Berdasarkan penelitian terdahulu yang tertulis maka menyebutkan bahwa akuntabilitas publik yang baik sangat berpengaruh besar untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apabila akuntabilitas publik didalam organisasi itu baik maka tindak kecurangan yang akan terjadi sangat kecil peluangnya dan pencegahannya
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H2: Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) di dalam Pengelolaan Keuangan Desa.



BAB III
METODE PENELITIAN
[bookmark: _heading=h.4f1mdlm]3.1.	Definisi Operasional
	Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian memberikan penjelasan tentang variabel-variabel penelitian yang akan digunakan. Terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen dalam penelitian ini, dan berikut merupakan penjelasan masing-masing variabel, yaitu:
3.1.1.	Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa (Y)
Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan dana melalui pengawasan yang ketat dan partisipasi aktif masyarakat. Dalam konteks penelitian ini mencakup peningkatan kesadaran dan peran serta warga dalam mengawasi penggunaan anggaran desa, serta penerapan akuntabilitas publik yang transparan dan bertanggung jawab oleh aparat desa. Dengan demikian, pencegahan fraud tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai kontrol sosial yang efektif guna memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan peraturan dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
2

[bookmark: _heading=h.2u6wntf]	Indikator yang menjadi dasar bagi peneliti untuk meneliti variabel pencegahan kecurangan (fraud) terdiri dari 4, yaitu:


1. Penetapan kebijakan anti fraud adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa yang memuat komitmen etika tinggi dan menciptakan lingkungan pengelolaan keuangan desa yang kondusif untuk mencegah tindakan fraud. 
2.  Prosedur penangann baku merupakan tata cara dan langkah-langkah yang jelas dan sistematis dalam mencegah dan menanggulangi fraud di desa, termasuk mekanisme pengawasan, pelaporan, dan tindak lanjut atas indikasi kecurangan. 
3. Teknik pengendalian dalam fraud adalah penerapan metode dan alat pengendalian internal yang efektif, seperti pemisahan tugas, audit internal, dan pengawasan rutin, yang dapat meminimalisir risiko terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Teknik ini juga melibatkan peran aktif masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan keuangan desa.
4.  Kepekaan terhadap fraud adalah kemampuan masyarakat desa untuk mengenali tanda-tanda dan indikasi adanya fraud sehingga dapat segera mengambil tindakan pencegahan atau pelaporan. Kepekaan ini didukung oleh peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai risiko fraud serta pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
		Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan gradasi/point jawaban dari (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) setuju (S), sampai (5) sangat setuju (SS).
3.1.2.	Variabel Stimulus (X)
1.	Variabel Partisipasi Masyarakat (X1)
	Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Partisipasi ini mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memastikan penggunaan keuangan desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan program, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang bersih, efektif, dan mendukung pembangunan desa.
	Indikator yang digunakan untuk mengukur variable partisipasi masyarakat, yaitu:
1.	Pengambilan keputusan adalah keterlibatan masyarakat Desa Makarti dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang menjadi kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Masyarakat aktif memberikan masukan dan ikut menentukan arah kebijakan desa yang berdampak pada kehidupan mereka.
2.	Penyusunan anggaran adalah partisipasi masyarakat dalam menyampaikan usulan, saran, dan masukan terkait perencanaan anggaran desa serta keterlibatan aktif dalam rapat-rapat pembahasan anggaran desa, seperti rapat dengar pendapat atau rapat paripurna, guna memastikan anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat
3.	Pelaksanaan anggaran adalah keterlibatan masyarakat dalam mengawasi melaporkan, dan mengevaluasi pelaksanaan penggunaan anggaran desa. Masyarakat Desa Makarti berperan sebagai pengawas sosial yang memberikan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran serta memberikan penghargaan atau kritik demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.
	Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan gradasi/point jawaban dari (1) sangat tidak setuju (STS), (2) tidak setuju (TS), (3) netral (N), (4) setuju (S), sampai (5) sangat setuju (SS).
2.	Variabel Akuntabilitas Publik (X2)
		Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan desa secara transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas ini mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang harus dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Dengan adanya akuntabilitas publik yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisir, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dapat terwujud guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.
		Indikator pengukuran akuntabilitas publik adalah:
1.	Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah kewajiban aparat desa untuk menjalankan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan dan pelaporan keuangan desa.
2.	Akuntabilitas manajerial mencakup kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya dan proses administrasi secara efektif dan efisien, termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian penggunaan dana agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan baik.
3.	Akuntabilitas program merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh keuangan desa, dimana hasil dan dampak dari program tersebut harus dapat diukur dan dilaporkan kepada masyarakat sebagai pengguna manfaat.
4.	Akuntabilitas kebijakan adalah tanggung jawab pemerintah desa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana secara transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Desa Makarti.
5.	Akuntabilitas finansial berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa yang meliputi pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara tepat waktu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan kontrol sosial.
[bookmark: _Toc204671538]Tabel 3. 1 Variabel dan Pengukuran
	No
	Variabel
	Indikator
	No. Butir Pertanyaan
	Skala Pengukuran

	1.
	Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam pengelolaan Keuangan Desa (Y),
(BPKP: 2008)
	1. Penetapan kebijakan anti fraud.
2. Prosedur penanganan baku
3. Teknik pengendalian dalam fraud.
4. Kepekaan terhadap fraud
	1,2
1,2
1,2
1,2

	Interval

	2.
	Partisipasi masyarakat (X1),
(Sujarweni:2015)
	1. Pengambilan keputusan
2. Penyusunan anggaran
3. Pelaksanaan anggaran
	1,2,3
1,2,3
1,2,3
	Interval

	3.
	Akuntabilitas Publik (X2)
(Sangki:2017)
	1. Akuntabilitas hukum & kejujuran
2. Akuntabilitas manajerial
3. Akuntabilitas Program
4. Akuntabilitas Kebijakan
5. Akuntabilitis Finansial 
	1,2
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
	Interval




[bookmark: _heading=h.dc2dh4z9jn4e][bookmark: _heading=h.1ksv4uv]3.2.	Populasi dan Sampel
3.2.1.	Populasi
Menurut Syofian,(2013)  populasi adalah seluruh objek penelitian dan dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki hak suara dan/atau telah berumur 17 tahun. Penentuan populasi ini didasarkan bahwa semua orang yang telah berumur 17 tahun dianggap dewasa dan cakap hukum. Jumlah penduduk yang memiliki hak suara dan/atau telah berumur 17 tahun adalah sejumlah 1.741 Orang
3.2.2 Sampel
	         Metode menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini adalah metode Slovin, dengan menggunakan rumus berikut: 
[image: ]
Dimana; 
n= jumlah sampel minimal, 
N= Populasi, =1.741 jiwa
e= perkiraan tingkat kesalahan (margin of error) = 10% = 0,01
[image: ][image: ] 
=[image: ][image: ] 
= [image: ][image: ] 
= [image: ][image: ] = [image: ][image: ] = 94,5 dibulatkan menjadi 95.
		Untuk menghitung jumlah sampel, peneliti menggunakan standar error 10%, yang mereka lakukan karena mereka dapat menunjukkan data yang relevan sebanyak 90%. 
[bookmark: _heading=h.44sinio]		Dalam penelitian ini menggunakan teknik probabilitas sampling , yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Cara pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu stratified random sampling atau teknik pengambilan sampel yang membagi populasi menjadi beberapa strata atau kelompok kecil berdasarkan karakteristik tertentu yang relevan dengan penelitian. Metode ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap subkelompok dari populasi diwakili dalam sampel, Sampel terdiri dari 3 strata yaitu berdasarkan dusun tempat masyarakat tinggal . 
[bookmark: _Toc204671539]Tabel 3. 2 Jumlah Masyarakat Desa Makarti >17 Tahun
	Nama Dusun
	Jumlah

	Bukit Raya
	439 Orang

	Mekar Sari
	719 Orang

	Wono Asri
	583 Orang

	Jumlah
	1.741 Orang


Sumber: Pemerintah Desa, Oktober 2024

	Diketahui:
	N (jumlah populasi) : 1.741 orang
	Jumlah sampel yang diinginkan : 95 orang
	

Cara perhitungannya yaitu
	Proporsi sampel bukit raya:
	     Pbukit raya  = [image: ][image: ]  = 0,252 x 95 orang
        	       	  = 23,9 (dibulatkan menjadi 24 orang)
        	Proporsi sampel mekar sari: 
        	     Pmekar sari = [image: ][image: ]  = 0,412 x 95 orang
        	                	 = 39,1 (dibulatkan menjadi 39 orang)
	Proporsi sampel wono asri: 
        	     Pwono asri = [image: ][image: ]  = 0,334 x 95 orang
[bookmark: _heading=h.c1nubuuouow7]        	   	= 31,7 (dibulatkan menjadi 32 orang)
[bookmark: _heading=h.111kx3o]3.3.	Jenis dan Sumber Data
3.3.1    Jenis Data 
[bookmark: _heading=h.2kftdfi6aqfu]		   Jenis data penelitian merupakan dasar yang menentukan metode penelitian yang digunakan, dan merupakan kumpulan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif.
3.3.2    Sumber Data 
[bookmark: _heading=h.sogkpz1eyn7j]		Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber, yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner, sedangkan data sekunder adalah data diperoleh secara tidak langsung dari objek yang akan diteliti dalam penelitian ini seperti gambaran umum lokasi penelitian dan  jumlah sampel yang akan diteliti.
3.4.	Metode Pengumpulan Data
[bookmark: _heading=h.kmp3wbf6m7yr] 	Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian, kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi responden serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab Sugiyono (2017), dan penelitian kepustakaan adalah proses mengkaji dan mengeksplorasi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, dll.
		Penelitian ini menggunakan skala interval, sebuah skala yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena tertentu dan memberikan nilai untuk preferensi tersebut. Skala interval digunakan bersama dengan alat skala Likert. Kuesioner yang akan dibagikan akan memiliki lima pilihan jawaban dan skor untuk setiap jawaban, yaitu:1 (STS = Sangat Tidak Setuju), 2 (TS = Tidak Setuju), 3 (N = Netral), 4 (S = Setuju), dan 5 (SS = Sangat Setuju). 
3.5.	Analisisis Data
[bookmark: _heading=h.1mnadzrhvc83]Dalam penelitian ini, alat analisis data yang digunakan adalah program software Statistica Product and Service Solutions (SPSS) versi 25.00. Tujuan analisis deskriptif dengan statistika ini adalah untuk menginterpretasikan argumen responden tentang pilihan pernyataan dan, berdasarkan data yang dikumpulkan, mendistribusikan frekuensi pernyataan responden. Dalam penelitian ini, tanggapan responden diklasifikasikan dalam bentuk jawaban interval menggunakan metode skala Likert. Kemudian, dari tanggapan ini, variabel penelitian dan karakteristik responden digambarkan dengan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, total, range, dan lainnya
[bookmark: _heading=h.fmo0of3zjwep]3.5.1	Uji Kualitas Instrumen dan Data
3.5.1.1 Uji Validitas
		Validitas instrumen penelitian akan diuji menggunakan teknik korelasi Bivariate Pearson (Product Moment Pearson). Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Jika pertanyaan kuesioner memiliki kemampuan untuk mengukur sesuatu, kuesioner tersebut dianggap valid. Kriteria dalam menentukan
validitas suatu kuesioner yaitu:
1. [bookmark: _heading=h.vw44yqucwseg]Jika [image: ] [image: ] [image: ] maka pertanyaan dianggap valid
2. Jika [image: ][image: ] [image: ] maka pertanyaan dianggap tidak valid
3.5.1.2 Uji Reliabilitas
[bookmark: _heading=h.48yr1w7kbmy3]		Proses olah data yang dikenal sebagai reliabilitas bertujuan untuk menentukan seberapa konsisten hasil pengukuran data bahkan jika dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Suatu kuesioner dianggap reliabel jika jawaban diberikan oleh responden terhadap pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner yang tidak berubah dari waktu ke waktu atau konsisten. Untuk pengujian ini, koefisien alfa Cronbach digunakan. Secara umum, alat penelitian dianggap reliable jika koefisien alfanya > 0,6. 
[bookmark: _heading=h.7n8eviug5fc0]3.5.2	Uji Asumsi Klasik
3.5.2.1 Uji Normalitas
		Uji normalitas digunakan untuk menentukan penyebaran data yang dianalisis. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah ada variabel pengganggu dalam model regresi tersebar dengan cara yang normal. Untuk melakukan uji normalitas dalam penelitian ini, analisis grafik digunakan. Untuk menentukan normalitas residual, grafik histogram digunakan untuk membandingkan antara data yang diamati dengan distribusi yang hampir normal. Untuk melakukan analisis statistik, Kolmogorov-Smirnov digunakan. Jika data berdistribusi dengan normal, normalitas data dapat dilihat pada hasil uji sebagai berikut:
     1. Jika [image: ][image: ] [image: ] maka data penelitian dianggap berdistribusi normal
[bookmark: _heading=h.kw1hdmoa46g]     2. Jika [image: ] [image: ] [image: ] maka data penelitian dianggap berdistribusi tidak normal
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas
		Uji multikolinieritas dilakukan untuk menentukan apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen; menurut model ini, variabel independen tidak seharusnya memiliki korelasi. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antara variabel independen, pemeriksaan ini sangat penting. Untuk melakukan uji ini, dapat dilihat dari nilai toleransi dan besarnya Variance Inflation Factor (VIF),
     1. Jika VIF > 10 dan nilai toleransi < 0,10 maka terjadi multikolinearitas
[bookmark: _heading=h.b20o44nyn9ph]     2. Jika VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 
		Uji heteroskedastisitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians dari residual dalam model regresi. Ketika varians residual tidak konstan, hal ini dapat mempengaruhi validitas model regresi dan menghasilkan estimasi yang tidak efisien. Uji heteroskedastisitas ini menggunakan Uji Glejser. Dengan ketentuan sebagai berikut:
     1. Jika [image: ][image: ][image: ] maka model penelitian tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.
[bookmark: _heading=h.2391i7dq7iav]     2. Jika [image: ] [image: ] [image: ] maka  model penelitian tersebut terjadi heteroskedastisitas.
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda
		Analisis regresi linier berganda adalah jenis analisis regresi yang menggunakan dua atau lebih variabel independen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana variabel dependen berhubungan dengan variabel independen lainnya. Analisis regresi berganda maupun analisis regresi sederhana memiliki konsep yang sama, hanya jumlah variabel independennya yang berbeda. 
Karena variabel independen penelitian ini terdiri dari lebih dari dua variabel, analisis regresi linear berganda digunakan. Rumus yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah sebagai berikut:
Y = [image: ]+ [image: ]+ [image: ]+ [image: ]……………………………………………………….3.1
Keterangan :
Y = Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara
a = Konstanta
b1;b2;b3; = Koefesien regresi berganda
X1 = Partisipasi Masyarakat
X2 = Akuntabilitas Publik
[bookmark: _heading=h.2y88g7ra188z]e = Standar eror 
[bookmark: _heading=h.91sd684934n8]3.5.4	Uji Kelayakan Model
3.5.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)
[bookmark: _heading=h.4jdxpjw1jhnt]		Nilai Adjusted [image: ] menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas X. Jika nilai koefisien determinasi sama dengan 0 (Adjusted [image: ] = 0), variasi dari variabel terikat Y tidak dapat dijelaskan sama sekali oleh X, tetapi jika nilai Adjusted [image: ][image: ] = 1, maka semua titik pengamatan berada tepat di garis regresi. 
3.5.4.2 Uji Statistik F
[bookmark: _heading=h.2ogx3pmjslvm]		Uji F digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen secara bersamaan. Digunakan derajat signifikansi 5% (0,05). Jika nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka dianggap bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat secara keseluruhan. 
3.5.4.3 Uji Statistik t
		Uji statistik t ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melihat bahwa jika jumlah tingkat kebebasan dengan derajat kepercayaan adalah 5%, hipotesis ditolak dan model regresi tidak dapat digunakan. Tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 5% (α = 0,05). Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: Jika nilai p-value hasil uji t kurang dari 0,05 (p < 0,05) dan koefisien beta menunjukkan nilai positif, maka hipotesis akan diterima. Koefisien beta yang positif mengindikasikan bahwa terdapat hubungan positif searah antara variabel independen dan variabel dependen, yang berarti peningkatan pada variabel independen diprediksi akan menyebabkan peningkatan pada variabel dependen.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.	Deskripsi Objek Penelitian 
Desa Makarti merupakan bagian dari Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah 58,35 KM2. Desa Makarti berdiri pada tahun 1992. Namun, dokumen resmi lengkap terkait nomor dan tahun Peraturan daerah yang secara spesifik mengatur pembentukan Desa Makarti belum tersedia.
 Desa Makarti di Kecamatan Marangkayu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut: 
a. di sebelah utara berbatasan dengan Kota Bontang, 
b. di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, 
c. di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sambera Baru dan Kecamatan Muara Badak, 
d. serta di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Muara Kaman. 


Kepemimpinan Desa Makarti dijabat oleh Aris Bintoro sebagai PJ Kepala Desa. Desa Makarti memiliki 16 Rukun Tetangga (RT) dan dibagi kedalam 3 dusun yaitu Bukit Raya, Mekar Sari, Wono Asri dengan jumlah penduduk 2.442 jiwa dengan 815 jumlah KK. Dari jumlah tersebut berdasarkan gender dapat dirinci penduduk laki-laki 1.250 jiwa dan penduduk perempuan 1.192 jiwa.
2

Desa Makarti Kecamatan Marangkayu sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan adalah sebagai perangkat daerah yang memiliki wilayah dan secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat serta memiliki tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Berikut ini bagan struktur organisasi:
Kepala Desa

Badan
Permusyawaratan Desa

Sekertaris Desa


Kasi Kesra & Pelayanan

Kasi Pemerintahan
Kaur Umum & Perencanaan

Kaur Keuangan



Kadus Mekar Sari
Kadus Bukit Raya
Kadus Wono Asri


    Gambar 4. 1 Struktur Pemerintah Desa Makarti
Sumber: Pemerintah Desa, April 2025

Desa Makarti juga memiliki visi dan misi, yaitu sebagai berikut: 
Visi : Ekonomi Masyarakat Desa Menuju Desa Makarti Sejahtera, Aman, Berbudaya, dan Berakhlak
Misi : 
1. Meningkatkan pelayanan dan sarana prasarana pemerintah
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Makarti
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Desa Makarti
4. Meningkatkan Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Desa Makarti
5. Mengikutsertakan Peranan Wanita dalam Hal Ekonomi dan Pembangunan
4.2	Data Penelitian
Sesuai dengan metode pengambilan sampel yang dipilih yaitu stratified random sampling. Melalui perantara Kepala Dusun, informasi mengenai penelitian ini disebarluaskan melalui grup WhatsApp. Masyarakat yang berminat untuk menjadi responden dipersilakan menghubungi peneliti pada nomor yang telah dicantumkan. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara membagikan kuesioner secara langsung kepada responden yang telah memenuhi kriteria penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara berkeliling desa dan menemui masyarakat yang mau memberikan pendapat dan mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner tersebut dilaksanakan oleh peneliti pada tanggal 10 April 2025 sampai dengan 24 April 2025. 
Kuesioner yang dibagikan sejumlah 95 rangkap kuesioner, semua kuesioner kembali kepada peneliti. Adapun perhitungan data kuesioner disajikan dalam tabel berikut:
[bookmark: _Toc204671548]Tabel 4. 1 Distribusi Kuisioner Per Dusun
	No.
	Nama Dusun
	Jumlah Responden
	Persentase Responden

	1
	Bukit Raya
	24 Orang
	25 %

	2
	Mekar Sari
	39 Orang
	41 %

	3
	Wono Asri
	32 Orang
	34%

	Total
	95 Orang
	100%


[bookmark: _heading=h.1rvwp1q]Sumber : data primer diolah, 2025

4.2.1	Karakteristik Profil Responden
4.2.1.1	Jenis Kelamin
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data kelompok jenis kelamin sebagai berikut:
[bookmark: _Toc204671549]Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden
	Jenis Kelamin
	Jumlah Reponden
	Presentase

	Laki-laki
	44 Orang
	46%

	Perempuan
	51 Orang
	54%

	Total
	95 Orang
	100%


Sumber : data primer diolah, 2025
4.2.1.2	Usia
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok usia sebagai berikut:
[bookmark: _Toc204671550]Tabel 4. 3 Usia Responden
	Kelompok Usia
	Jumlah Responden
	Presentase

	17-30 Tahun
	29 Orang
	31 %

	31-45 Tahun
	33 Orang
	35 %

	46-60 Tahun
	27 Orang
	28%

	60> Tahun 
	6 Orang
	6%

	Total
	95 Orang
	100 %


Sumber : data primer diolah, 2025
4.2.1.3	Pendidikan Terakhir
[bookmark: _Hlk204669481]Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok pendidikan terakhir sebagai berikut:
[bookmark: _Toc204671551]Tabel 4. 4 Latar Belakang Pendidikan
	Pendidikan Terakhir
	Jumlah Responden
	Presentase

	SD/Sederajat
	8 Orang
	8 %

	SMP/Sederajat
	17 Orang
	18 %

	SMA/Sederajat
	53 Orang
	56%

	D3/S1
	17 Orang
	18%

	Total
	95 Orang
	100 %


Sumber : data primer diolah, 2025


4.2.1.4	Pekerjaan
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kuesioner, maka diperoleh data dengan kelompok pekerjaan sebagai berikut:
[bookmark: _Toc204671552]Tabel 4. 5 Pekerjaan Responden
	Pekerjaan
	Jumlah Responden
	Presentase

	Ibu Rumah Tangga
	22 Orang
	23,2 %

	Mahasiswa/Pelajar
	10 Orang
	10,5 %

	Petani
	26 Orang
	27,3%

	PNS
	6 Orang
	6,3%

	Wiraswasta
	31 Orang
	32,6 %

	Total
	95 Orang
	100 %


Sumber : data primer diolah, 2025
4.2.3.	Analisis Statistik Deskriptif

[bookmark: _Toc204671553]Tabel 4. 6 Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Mean
	Std. Deviation

	Partisipasi Masyarakat
	95
	19
	45
	34.85
	5.273

	Akuntabilitas Publik
	95
	31
	68
	52.52
	8.830

	Pencegahan Fraud
	95
	19
	40
	30.79
	4.169

	Valid N (listwise)
	95
	
	
	
	




    Sumber : data olahan SPSS 25, 2025
Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat deskripsi variabel penelitian dari mean, standar deviasi, minimum dan maksimum dari masing-masing variabel. maka kesimpulan yang dapat dijelaskan dari statistik deskriptif ialah sebagai berikut ini :
2

1. Variabel Pencegahan Fraud (Y) pada tabel 4.6 di atas, dengan jumlah N sebanyak 95 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 30.79 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel Y memiliki nilai yang baik. Sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 4.169, lebih kecil dari nilai 


mean 30.79. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Pencegahan Fraud adalah rendah.
2. Variabel Partisipasi Masyarakat (X1) pada tabel 4.7 di atas, dengan jumlah N sebanyak 95 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 34.85 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki nilai yang baik. Sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 5.273, lebih kecil dari nilai mean 34.85. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Partisipasi Masyarakat adalah rendah.
3. Variabel Akuntabilitas Publik (X2) pada tabel 4.7 di atas, dengan jumlah N sebanyak 95 responden memiliki nilai rata-rata sebesar 52.52 mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki nilai yang baik. Sedangkan nilai Standar deviasi sebesar 8.830, lebih kecil dari nilai mean 52.52.
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persebaran data pada variabel Akuntabilitas Publik adalah rendah.
4.2.4.	Hasil Uji Kualitas Data
4.2.4.1 Hasil Uji Validitas
Setelah mendapatkan data dari kuesioner, untuk menguji apakah kuesioner tersebut valid atau tidak, maka dilakukan uji validitas ini. Dalam penelitian ini, untuk mengukur validitas suatu data dilaksanakan dengan menggunakan bantuan dari program SPSS. Apabila r hitung > r tabel dengan degree of freedom (df) adalah n (jumlah sampel) – 2, maka item kuesioner tersebut valid. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel, maka item tersebut dikatakan tidak valid. Sedangkan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5 %. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya r hitung, peneliti menggunakan bantuan SPSS dengan melakukan persamaan item correlation, yaitu dengan melihat kolom corrected item – total correlation. Dari hasil yang diperoleh dalam kolom tersebut, maka selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut akan dibandingkan dengan r tabel. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:
[bookmark: _Toc204671554]Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas
	Variabel
	No. Item
	rtabel
	rhitung
	Keterangan

	
	Pertanyaan
	(n=95)
	
	

	Partisipasi Masyarakat (X1)
	1
	0.201
	0.536
	Valid

	
	2
	0.201
	0.763
	Valid

	
	3
	0.201
	0.781
	Valid

	
	4
	0.201
	0.671
	Valid

	
	5
	0.201
	0.817
	Valid

	
	6
	0.201
	0.709
	Valid

	
	7
	0.201
	0.740
	Valid

	
	8
	0.201
	0.528
	Valid

	
	9
	0.201
	0.618
	Valid

	Akuntabilitas Publik (X2)
	1
	0.201
	0.726
	Valid

	
	2
	0.201
	0.658
	Valid

	
	3
	0.201
	0.700
	Valid

	
	4
	0.201
	0,709
	Valid

	
	5
	0.201
	0.745
	Valid

	
	6
	0.201
	0,788
	Valid

	
	7
	0.201
	0,785
	Valid

	
	8
	0.201
	0,759
	Valid

	
	9
	0.201
	0,762
	Valid

	
	10
	0,201
	0,766
	Valid

	
	11
	0.201
	0,809
	Valid

	
	12
	0.201
	0,743
	Valid

	
	13
	0.201
	0,701
	Valid

	
	14
	0,201
	0,619
	Valid

	Pencegahan Fraud (Y)
	1
	0.201
	0.719
	Valid

	
	2
	0.201
	0.421
	Valid

	
	3
	0.201
	0.714
	Valid

	
	4
	0.201
	0.787
	Valid

	
	5
	0.201
	0.521
	Valid

	
	6
	0.201
	0.524
	Valid

	
	7
	0.201
	0.705
	Valid

	
	8
	0.201
	0.232
	Valid


		    Sumber : data olahan SPSS 25, 2025
Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas di atas, dapat diketahui seluruh item pertanyaan dalam variabel bersifat valid. Diketahui jumlah responden (N) dalam penelitian adalah 95 responden, dan  df =n-2=93, maka nilai r tabel adalah 0.1698. Output hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa keseluruhan item pertanyaan dinyatakan valid dan layak untuk digunakan.
4.2.4.2 Hasil Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, dimana item pertanyaan yang dimasukkan dalam pengujian adalah item yang valid saja. Instrument dalam penelitian ini menggunakan teknik Cronbach alpha (α) dimana Nilai Realiabilitas dinyatakan Reliable jika masing-masing instrument variabel memiliki nilai Cronbach alpha (α) ≥ 0.6  (Ghozali, 2016). Berikut hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:
[bookmark: _Toc204671555]Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas
	Variabel 
	Cronbach Alpha

	Partisipasi Masyarakat (X1)
	0.859

	Akuntabilitas Publik (X2)
	0.934

	Pencegahan Fraud (Y)
	0.714


    Sumber : data olahan SPSS 25, 2025
Hasil uji reliabilitas yang disajikan pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha (α) > 0.6, dengan demikian dapat disimpulkan masing-masing variabel adalah Reliable.
4.2.5	Uji Asumsi Klasik 
4.2.5.1	Uji Normalitas 
Uji normalitas ini digunakan untuk menguji model regresi dan variabel residual mempunyai distribusi yang normal. Dalam menentukan uji selanjutnya, nilai residual haruslah normal, karena jika nilai residual tersebut tidak normal, maka uji statistik akan menjadi tidak valid. Sebagai proses untuk melaksanakan uji normalitas, penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov.
[bookmark: _Toc204671556]Tabel 4. 9 Hasil Uji Normalitas
	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	
	Unstandardized Residual

	N
	95

	Normal Parametersa,b
	Mean
	.0000000

	
	Std. Deviation
	3.04051689

	Most Extreme Differences
	Absolute
	.068

	
	Positive
	.051

	
	Negative
	-.068

	Test Statistic
	.068

	Asymp. Sig. (2-tailed)
	.200c,d

	a. Test distribution is Normal.

	b. Calculated from data.

	c. Lilliefors Significance Correction.

	d. This is a lower bound of the true significance.


    Sumber : data olahan SPSS 25, 2025
Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji normalitas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp Sig 2-tailed) sebesar 0.200 lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.
4.2.5.2	Uji Multikolonieritas 
Uji multikolonieritas ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Sehingga, untuk mengetahui hal tersebut, berikut hasil dari uji multikolonieritas dalam penelitian ini:
[bookmark: _Toc204671557]Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas
	Model
	Collinearity Statistics

	
	Tolerance
	VIF

	Partisipasi Masyarakat (X1)
	0,596
	1,677

	Akuntabilitas Publik (X2)
	0,596
	1,677


Sumber : data olahan, 2025

4.2.5.3	Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilaksanakan untuk menguji di dalam model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan variance residual dari pengamatan yang satu ke pengamatan yang lain. Jika dalam variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut sebagai homoskedastisitas. Akan tetapi apabila dalam pengamatan yang satu ke pengamatan yang lainnya berbeda, maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Glejser Test. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada tabel berikut:




[bookmark: _Toc204671558]Tabel 4. 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas
	                                            Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1.
	(Constant)
	3.196
	3.356
	
	1.074
	.290

	
	Partisipasi Masyarakat
	-.023
	.061
	-.068
	-.383
	.704

	a. Dependent Variable: Abs_RES



       Sumber : data olahan SPSS 25, 2025
Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tabel 4.11. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih besar dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
4.2.6	Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis data dan untuk menguji perumusan hipotesis. Selain itu, analisis regresi linear berganda ini juga dilakukan untuk menguji sejauh mana pengaruh variabel partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik terhadap variabel pencegahan Fraud pengelolaan keuangan desa. Pengolahan data analisis regresi linear berganda ini dilaksanakan dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil yang diperoleh dari proses penghitungan tersebut adalah sebagai berikut:



[bookmark: _Toc204671559]Tabel 4. 12 Analisis Regresi Linear Berganda
	  
 Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.
	Collinearity Statistics

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	
	Tolerance
	VIF

	1
	(Constant)
	11.363
	2.237.
	
	5.080
	.000
	
	

	
	Partisipasi Masyarakat
	.491
	.078
	.621
	6.308
	.000
	.596
	1.677

	
	Akuntabilitas Publik
	.178
	.073
	.341
	2.444
	.019
	.596
	1.677

	a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa


     Sumber : data olahan SPSS 25, 2025
Dari tabel hasil analisis regresi linear berganda di atas, diperoleh koefisian variabel bebas X1 (partisipasi masyarakat) sebesar 0,491 dan koefisien variabel bebas X2 (akuntabilitas publik) sebesar 0,178. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah:
Y = 11,363 + 0,491 X1 + 0,178 X2 + e…………………………………………4.1
Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:
1. Nilai koefisien pada variabel partisipasi masyarakat (X1) adalah sebesar 0,491. Nilai tersebut berarti bahwa apabila terjadi kenaikan partisipasi masyarakat sebesar 1 %, maka pencegahan fraud akan meningkat sebesar 0,491 %. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan partisipasi masyarakat sebesar 1 %, maka pencegahan fraud juga akan mengalami penurunan sebesar 0,491 %. Jadi, partisipasi masyarakat ini mempunyai hubungan yang positif dengan pencegahan fraud pengelolaan keuangan Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. 
2. Koefisien regresi variabel akuntabilitas publik (X2) sebesar 0,178. Nilai koefisien regresi tersebut berarti bahwa apabila akuntabilitas publik dalam mengalami kenaikan sebesar 1 %, maka pencegahan fraud akan mengalami kenaikan sebesar 0,178 %. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam akuntabilitas publik sebesar 1 %, maka pencegahan fraud juga akan mengalami penurunan sebesar 0,178 %. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh secara positif terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
4.2.7.	Uji Hipotesis Penelitian
4.2.7.1	Uji Koefisien Determinasi Adjusted (R Square) 
Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model regresi dalam menerangkan variasi variabel.
[bookmark: _Toc204671560]Tabel 4. 13 Hasil Uji Koefisien Determinasi

	Model Summary

	Model
	
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	
	.696a
	.634
	.641
	1.873

	a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik









Sumber :data olahan SPSS 25, 2025

Berdasarkan  tabel 4.13 nilai adjusted R square adalah sebesar 0.641 atau 64.1%. hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 64.1%.
4.2.7.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas atau variabel independen yang dimasukkan dalam model penelitian ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen. Hasil dari uji statistik F ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini
[bookmark: _Toc204671561]Tabel 4. 14 Hasil Uji F
	                                        ANOVAa

	Model
	

	Sum of 
Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	
	764.784
	2
	382.392
	40.483
	.000b

	
	Residual
	
	869.006
	92
	9.446
	
	

	
	Total
	
	1633.789
	94
	
	
	

	a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa

	b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Publik



Sumber : data olahan SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.14, diketahui bahwa nilai Fhitung adalah 40.483, dengan nilai Ftabel sebesar 3.10 sehingga Fhitung > Ftabel dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
4.2.7.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
Uji signifikansi parameter individual atau biasa disebut sebagai uji t merupakan uji statistik yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji t ini dapat dilihat melalui tabel di bawah ini. 
[bookmark: _Toc204671562]Tabel 4. 15 Hasil Uji T
	         Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	t
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	11.363
	2.237
	
	5.080
	.000

	
	Partisipasi Masyarakat
	.491
	.078
	.621
	6.308
	.000

	
	Akuntabilitas Publik
	.178
	.073
	.341
	2.444
	.019

	a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa


Sumber : data olahan SPSS 25, 2025

Berdasarkan tabel 4.15 dapat dijelaskan  hasil uji t dari masing-masing variabel bebas, sebagai berikut:
1. Diketahui nilai signifikansi pada variabel partisipasi masyarakat adalah sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05, maka H1 terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat secara signifikan mempengaruhi semakin tingginya tingkat Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Diketahui nilai signifikansi pada variabel Akuntabilitas Publik adalah sebesar 0.019 lebih kecil dari 0.05, maka H1 terbukti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Akuntabilitas Publik secara signifikan mempengaruhi semakin tingginya tingkat Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa Makarti Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
4.3 Pembahasan
4.3.1	Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi variabel Partisipasi Masyarakat (X1) sebesar 0.000 < 0.05, maka hipotesis yang diajukan terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Semakin baik partisipasi masyarakat yang dilakukan para warga Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan fraud pengelolaan keuangan Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pada proses pengelolaan keuangan desa diperlukan partisipasi masyarakat yang akan memastikan alokasi anggaran tepat sasaran sesuai kebutuhan warga. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, karena partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan langsung warga dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan program pembangunan desa. Dengan adanya partisipasi aktif, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pihak yang mengawasi agar penggunaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan. Dengan partisipasi masyarakat yang baik maka akan semakin tinggi pula tingkat pencegahan  fraud pengelolaan keuangan desa yang dapat dilakukan.
Tujuan diterapkannya partisipasi masyarakat pada lingkungan pemerintah desa adalah untuk mewujudkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan desa, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan desa yang lebih demokratis, efektif, dan berkelanjutan.. Maka, dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik, dapat membantu pemerintahan Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.
Hasil penelitian pada pengujian hipotesis pertama memberikan bukti bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini sejalan dan berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Siswayanti (2021) yang berhasil membuktikan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan Partisipasi Masyarakat akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya Pencegahan Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara. 
4.3.2	Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan hasil uji parsial (t) pada tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi variabel Akuntabilitas Publik (X2) sebesar 0.019 < 0.05, maka hipotesis yang diajukan terbukti. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. Jika pengelolaan keuangan desa memiliki akuntabilitas publik yang baik, maka akan berpengaruh terhadap tingginya tingkat pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa. 
		Akuntabilitas publik sangat penting untuk diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa, karena akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat dan pihak terkait atas seluruh aktivitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini mencakup penyajian, pelaporan, dan pengungkapan informasi yang akurat mengenai penggunaan dana desa sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan akuntabilitas publik, pemerintah desa dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga mencegah penyalahgunaan dana serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
2

Hasil penelitian pada pengujian hipotesis kedua memberikan bukti bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian ini sejalan dan berhasil mendukung penelitian yang dilakukan Sumadi (2021), Yulianti (2022), Sari (2023), Nur (2023) yang berhasil membuktikan bahwa Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Akuntabilitas Publik akan berpengaruh signifikan terhadap semakin tingginya Pencegahan Fraud  Pengelolaan Keuangan Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.






BAB V
PENUTUP
5.1.	Simpulan
		Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa di Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Secara simultan variabel Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Variabel partisipasi masyarakat (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa (Y) Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Variabel akuntabilitas publik (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pengelolaan keuangan desa (Y) Makarti Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara.
5.2	Saran 


Dari kesimpulan di atas,  maka berikut saran yang dapat peneliti berikan bagi Pemerintah Desa dan peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:



1. Bagi Pemerintah Desa Makarti diharapkan agar lebih terbuka dalam menyajikan informasi keuangan dan kegiatan desa, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin melalui papan pengumuman, website desa, atau media sosial.
2. Bagi Masyarakat Desa Makarti, apabila menemukan indikasi penyimpangan, masyarakat hendaknya memanfaatkan saluran pengaduan yang telah disediakan, baik secara langsung maupun melalui media yang disediakan pemerintah desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel- variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi variabel Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa yang belum diteliti dalam penelitian ini.
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LAMPIRAN 1
KUESIONER PENELITIAN


Samarinda, 10 April 2025
Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner 
Kepada Yth.
Bapak/Ibu.Sdr/i Responden
Di Tempat
Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswi Program Studi Akuntansi jenjang Strata Satu (S1) Universitas Mulawarman, Saya:
Nama 	: Naila Kharisma Ningrum
NIM	: 2101036117
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa”.
Untuk itu saya mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu.Sdr/i untuk menjadi responden penelitian ini dengan mengisi lembar kuesioner atas pertanyaan dengan lengkap. Data yang diperoleh hanya akan digunakan demi kepentingan penelitian, sehingga kerahasiaannya akan saya jaga sesuai dengan etika penelitian.
Apabila diantara Bapak/Ibu.Sdr/i ada yang membutuhkan hasil penelitian ini, maka dapat menghubungi saya melalui email nailakharisma41@gmail.com. Atas kesediaan Bapak/Ibu. Sdr/i saya ucapkan terimakasih.
Hormat Saya,
Peneliti

(Naila Kharisma Ningrum)


KUESIONER PENELITIAN
Harap isi biodata Bapak/Ibu terlebih dahulu pada formulir di bawah ini:
(Data ini hanya untuk kepentingan penelitian. Setiap data yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya)
Nama		         : 

Jenis Kelamin		:         Laki – Laki          Perempuan

Usia		:    



Alamat Dusun		:         Bukit Raya          Wono Asri	 Mekar Sari



Pendidikan Terakhir	:          SD                      SMP                   SMA 

		          	           S1                       Lainnya (.................)




Lama Domisili		:         <5 tahun               5-10 tahun	11 tahun

Pekerjaan		        :  	        Petani		PNS		    Wiraswasta	



				                    Pelajar/Mahasiswa 	Lainnya(...................)

Cara Pengisian Kuesioner
1). Berilah tanda centang (√) pada pernyataan di bawah ini sesuai dengan penilaian  anda, dimana:
1. Sangat Tidak Setuju (STS)
2. Tidak Setuju (TS) 
3. Netral (N)
4. Setuju (S)
5. Sangat Setuju (SS)
2). Tidak ada jawaban yang benar atau salah dikarenakan kuisioner ini hanya ingin menggali persepsi Bapak/Ibu/Sdr/I atas variabel-variabel yang akan diteliti. 
3). Saya sangat mengharapkan pengembalian kuesioner ini paling lambat dalam jangka waktu satu minggu sejak Bapak/Ibu/Sdr/I menerimanya dan dalam keadaan sudah terisi. 
4). Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I meluangkan waktu untuk berpartisipasi dan melengkapi kuesioner ini. 
1. Pencegahan Fraud (Kecurangan) dalam pengelolaan Dana Desa (Y)
	Pencegahan Fraud (Kecurangan) adalah segala upaya untuk meminimalisir bahkan mencegah penyebab terjadinya tindakan kecurangan .
	Variabel Y = Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Keuangan Desa

	

	Indikator 1 = Penetapan Kebijakan Anti Fraud

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Penerapan kebijakan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh fraud.
	
	
	
	
	

	2.
	Di desa saya terdapat mekanisme yang jelas untuk melaporkan penyalahgunaan keuangan desa.
	
	
	
	
	



	Indikator 2 = Prosedur Pencegahan Baku

	No.
	Pernyataan/ Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Terdapat prosedur pencegahan, pendeteksian dan penanganan tindakan fraud secara tertulis dalam pengelolaan keuangan di desa saya secara jelas.
	
	
	
	
	

	2.
	Prosedur pencegahan fraud  dana di  desa saya dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitasnya.
	
	
	
	
	

	Indikator 3 = Teknik pengendalian

	No.
	Pernyataan/ Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Dalam pengelolaan keuangan di desa saya tidak ada satu orang yang berkuasa secara penuh terhadap suatu transaksi .
	
	
	
	
	

	2.
	Pengawasan internal dalam pengelolaan dana di desa sudah berjalan dengan efektif
	
	
	
	
	

	Indikator 4 = Kepekaan Terhadap Fraud

	No.
	Pernyataan/ Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Warga desa akan melaporkan indikasi fraud yang diketahui, jika itu terjadi dalam pengelolaan dana desa.
	
	
	
	
	

	2.
	Budaya saling percaya dalam masyarakat desa dapat menjadi faktor yang mendukung terjadinya fraud, jika tidak diawasi dengan baik.
	
	
	
	
	














2.Partisipasi Masyarakat (X1) 
Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan secara sadar dalam program pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarian lingkungan.

	Variabel X1 = Partisipasi Masyarakat

	Indikator 1 = Pengambilan keputusan 

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan terkait keuangan desa..
	
	
	
	
	

	2.
	Saya percaya bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah desa mencerminkan kebutuhan masyarakat.
	
	
	
	
	

	3.


	Proses pengambilan keputusan di desa saya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
	
	
	
	
	

	Indikator 2 = Penyusunan Anggaran 

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Masyarakat dapat mengusulkan rencana anggaran alternatif kepada BPD untuk rancangan anggaran desa dan diajukan kepada pemerintah desa. 
	
	
	
	
	

	2.
	Masyarakat bisa terlibat secara aktif dalam rapat/musyawarah tentang pembahasan dan penetapan anggaran desa
	
	
	
	
	

	3.
	Informasi mengenai rencana anggaran desa disampaikan dengan jelas kepada masyarakat.
	
	
	
	
	

	Indikator 3 = Pelaksanaan Anggaran 

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Masyarakat bisa terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan program yang di anggarkan desa
	
	
	
	
	

	2.
	Kegiatan atau program  yang dibiayai oleh anggaran dana desa memberikan dampak positif bagi masyarakat.
	
	
	
	
	

	3.
	Pelaksanaan anggaran di desa saya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan 
	
	
	
	
	













3.Akuntabilitas Publik (X2) 
Akuntabilitas publik adalah bentuk dan mekanisme yang memastikan bahwa penggunaan dana dilakukan secara transparan, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
	Variabel X2 = Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa

	Indikator 1 = Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Pengelolaan keuangan di desa saya diatur oleh peraturan yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. 
	
	
	
	
	

	2.
	Pemerintah desa saya patuh terhadap hukum dan aturan ketika menggunakan dana desa dalam menjalankan tugasnya sehingga terhindar dari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
	
	
	
	
	

	Indikator 2 = Akuntabilitas Manajerial

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Proses pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.
	
	
	
	
	

	2.
	Pemerintah desa saya telah melakukan proses penyusunan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan
	
	
	
	
	

	3.
	Pemerintah desa secara rutin melakukan evaluasi terhadap efektivitas program-program yang telah dilaksanakan.
	
	
	
	
	

	Indikator 3 = Akuntabilitas Program 

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Setiap dana yang diterima atau digunakan oleh dipertanggung jawabkan pengelolaannya kepada masyarakat melalui papan informasi atau hal lainnya
	
	
	
	
	

	2.
	Pemerintah di desa saya selalu menyampaikan informasi tentang capaian dari program desa yang telah ditargetkan
	
	
	
	
	

	3.
	Pemerintah di desa saya mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil maksimal
	
	
	
	
	

	Indikator 4 = Akuntabilitas Kebijakan 

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Kebijakan penggunaan keuangan di desa saya sudah jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.
	
	
	
	
	

	2.
	Saya percaya bahwa pemerintah desa bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil terkait pengelolaan keuangan desa.
	
	
	
	
	

	3.
	Kebijakan yang ada di desa saya mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk205884221]
Disambung ke halaman berikutnya


	Indikator 5 = Akuntabilitas Finansial 

	No.
	Pertanyaan
	STS
	TS
	N
	S
	SS

	1.
	Informasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah di desa saya jelas dan terbuka sehingga mudah diakses masyarakat
	
	
	
	
	

	2.
	Pengelolaan keuangan di desa saya dilakukan dengan sistem pembukuan yang rapi dan terdokumentasi dengan baik.
	
	
	
	
	

	3.
	Laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang disusun oleh pemerintah desa dapat mengurangi potensi fraud (kecurangan)
	
	
	
	
	
























LAMPIRAN 2
2

DATA IDENTITAS DAN JAWABAN RESPONDEN


	No.
	Jenis Kelamin
	Usia
	Alamat Dusun
	Pendidikan Terakhir
	Lama Domisili
	Pekerjaan

	1
	L
	31-45 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	2
	L
	46-60 Tahun
	Wono Asri
	S1
	>11 Tahun
	PNS

	3
	L
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	S1
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	4
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	S1
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	5
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	D3
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	6
	P
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	S1
	>11 Tahun
	IRT

	7
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	S1
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	8
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	9
	P
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	10
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	S1
	>11 Tahun
	PNS

	11
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	12
	L
	46-60 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	13
	L
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	14
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	15
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	16
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	17
	P
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	D3 Keperawatan 
	5-10 Tahun
	Nakes BKKD 

	18
	P
	46-60 Tahun
	Wono Asri
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	19
	P
	31-45 Tahun
	Bukit Raya
	SD/Sederajat
	> 11 Tahun
	IRT

	20
	L
	>60 Tahun 
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	21
	P
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	22
	P
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	D3 Desain
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	23
	L
	31-45 Tahun
	Wono Asri 
	SMA/Sederajat
	> 11 Tahun
	Wiraswasta

	24
	L
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	> 11 Tahun
	Wiraswasta

	25
	L
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	26
	L
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	27
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	28
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	29
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	S1
	>11 Tahun
	IRT

	30
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	31
	L
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	32
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri 
	SD/Sederajat
	> 11 Tahun
	Petani

	33
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	34
	L
	>60 Tahun 
	Wono Asri
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	35
	L
	46-60 Tahun
	Wono Asri 
	SMA/Sederajat
	> 11 Tahun
	Petani

	36
	P
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	37
	P
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	38
	P
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	39
	P
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	40
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	S1
	>11 Tahun
	IRT

	41
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	42
	L
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	43
	L
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SD/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	44
	P
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	45
	L
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	46
	P
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	47
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	48
	L
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	49
	L
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	50
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	51
	L
	31-45 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	5-10 Tahun
	PNS

	52
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	S1
	>11 Tahun
	PNS

	53
	P
	31-45 Tahun
	Bukit Raya
	S1
	> 11 Tahun
	IRT

	53
	P
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	54
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	55
	L
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	56
	L
	>60 Tahun 
	Bukit Raya
	SD/Sederajat
	> 11 Tahun
	Petani

	57
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SD/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	58
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	59
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	60
	L
	31-45 Tahun
	Wono Asri 
	SMA/Sederajat
	> 11 Tahun
	Petani

	61
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	5-10 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	62
	P
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	63
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	64
	P
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	<5 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	65
	L
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	66
	L
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	5-10 Tahun
	Wiraswasta

	67
	L
	>60 Tahun 
	Wono Asri 
	SD/Sederajat
	> 11 Tahun
	Petani

	68
	L
	>60 Tahun 
	Bukit Raya
	S1
	> 11 Tahun
	Petani

	69
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	70
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	72
	L
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	73
	P
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	74
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	75
	L
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	76
	L
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	77
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	78
	P
	17-30 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Pelajar/Mahasiswa

	79
	L
	>60 Tahun 
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	80
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SD/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	81
	L
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SMP/Sederajat
	> 11 Tahun
	Petani

	82
	P
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	83
	L
	31-45 Tahun
	Wono Asri 
	SMA/Sederajat
	> 11 Tahun
	Wiraswasta

	84
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	85
	L
	46-60 Tahun
	Wono Asri
	S1
	>11 Tahun
	PNS

	86
	L
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	87
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	S1
	>11 Tahun
	IRT

	88
	P
	31-45 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	89
	L
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SD/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	90
	P
	17-30 Tahun
	Wono Asri
	D3
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	91
	P
	46-60 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	92
	P
	17-30 Tahun
	Mekar Sari
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Wiraswasta

	93
	P
	31-45 Tahun
	Mekar Sari
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT

	94
	L
	46-60 Tahun
	Bukit Raya
	SMA/Sederajat
	>11 Tahun
	Petani

	95
	P
	31-45 Tahun
	Wono Asri
	SMP/Sederajat
	>11 Tahun
	IRT





















LAMPIRAN 3
SURAT IZIN DAN DOKUMENTASI PENELITIAN
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LAMPIRAN 4
HASIL OUTPUT SPSS


Hasil Output Analisis Statistik Deskriptif

[image: ]

Hasil Output Uji Validitas

	Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat
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Validitas Variabel Akuntabilitas Publik
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Validitas Variabel Pencegahan Fraud
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Hasil Output Uji Reliabilitas
		Reliabilitas Variabel   Partisipasi Masyarakat

[image: ]


Reliabilitas Variabel  Akuntabilitas Publik
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Reliabilitas Variabel  Pencegahan Fraud
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Hasil Output Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data
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Uji Multikolinearitas
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Uji Heteroskedastisitas
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Analisis Regresi Lineaer Berganda
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Output Uji Koefisien Determinasi

[image: ]




Uji F
[image: ]





Uji t
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Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Aluntabilitas Publik Terhadap Pencegahan Fraud
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Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman
Nomor 3245/UN17.1/PL/2024 tanggal 20 Oktober 2024 perihal Penyusunan Skripsi Mahasiswa,
atas nama kepada mahasiswa :
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Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik
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Berkenan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk melakukan
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Demikian disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih





image30.png
Descriptive Statistics

Minimum | Madmum  Mean  Std.Deviation
Totalxt 95 19 45 2085 5273
Totalx2 95 El 68 525 8830
Totaly 95 19 40 3079 4169
Valid N (istwisz) 95





image31.png
Correlations

1 .4 6 8
X141 Pearson Correlation 1 325" 13 04 308" 33" 175 53
Sig. (24ailed) 001 001 276 000 047 002 00t 089 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X12  PearsonCorelation 324" 1 6ss”  aes”  an”  asr” sa” on” ws” 763"
Sig. (24ailed) 001 000 000 000 000 000 007 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X3 PearsonComelaon 325" 656" 1 48" ss" s ass” 3ee” aes”  m”
Sig. (24ailed) 001 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X1.4  Pearson Correlation 13 asg” asg” 1 520" 479" 03" 235 om”  ent”
Sig. (24ailed) 276 000 000 000 000 000 022 006 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X15  PearsonComelaon 458" s11"  ss1” 520" 1 52" ses”  ass”  a26” w7
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X1.6  Pearson Correlation 04 ser" st adt " 1 ar" s 38" 700
Sig. (24ailed) 047 000 000 000 000 000 000 00t 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X7 PeasonComelaton 300" 534" aes” o3 se6” 417" 1 107 aso” 740"
Sig. (24ailed) 002 000 000 000 000 000 0t 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X18  PearsonComelaon 33" 274" 3eg” 235 3ss” 364" 107 1 38" 5s"
Sig. (24ailed) 001 007 000 022 000 000 0t 002 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X1.9  Pearson Correlation 175 aas” 408" 2s” 26" 8" as0” 318" 1 618"
Sig. (24ailed) 089 000 000 006 000 001 000 002 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Total<!  Pearson Comelaton 53" 783" ge”  en”  e17”  qod”  a0”  sw” e1s” 1
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

*_Corrslation is significant atthe 0.01 level (2-tailed)
* Conrslation is significant atthe 0.05 levsl (2-tailsd).




image32.png
Correlations

X3 x4 6 X8 x28 X212 | X213 a4 Totalx2
X21  Pearson Correlation 1 604" 583" se2” 458 405 519" 7" aes”  ssg” 420" 438" 418 726
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X22  PearsonCorelation 604" 1 s147  mn” ase” ap2” a22" ey ame” 3se” st as2” asg” 203 ess”
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 048 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X23  PearsonComelaton 583" 514" 1 524" s11" mdt a3 s0t” as” " st aa” aw” 2" 700
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X24  PearsonComelaon 562" 521" 524" 1 346" aes”  sad”  s7s” s33" ase” 70" aa0” s a7 709"
Sig. (24ailed) 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X25  PearsonComelaion 455" 458" 511" 346" 1 636" 552" sed”  asr” es0”  sed” agr” we” 420" s
Sig. (24ailed) 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X286  PearsonComelaton 495" 402" 813" 498" 635" 1 610" aas” s ees” 625" ss0” 76t 5300 7es”
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X27  PeasonComelaon 5117 422" 438" 39" s62"  s10” 1 ser”  ess”  se1”  seg” 620" &0 497" 788’
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X28  PeasonComelaton 519" 437" s01”  a7s see”  asd” 67 1 647" &12" eod” se2” a0t” am” 7sd”
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 00t 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
%28 PeasonComelaton 417" 48" 378" 53" aer” 538" ges” 647 1 52" 533" g0 s0s” 430" 762"
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X210 PearsonComelaton 446" 356" 427" 3ss”  es0”  eee”  set”  s72" s 1 eat”  ser” s 4s3” 766"
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X211 PearsonComelaon 559" 456" 538" s70”  se4”  e2s”  seg” 604" 5330 e 1 sar"  eer” 430" sog”
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X212 PearsonComelaon 420" 452" w3 ae0”  aer"  sm0”  e20”  se2"  er0”  sm” s 1 ar” 30" el
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X213 PearsonComelaton 436" 448" 3w0”  as4”  wg”  sre” 500" ap” s0e”  s” ee7 477 1 452" 70"
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
X214 Pearson Corelation 418" R A 1 619"
Sig. (24ailed) 000 048 000 000 000 000 000 001 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Total2 Pearson Comelaton 726" gs6”  goo” 708" 745" 7es”  7es”  7se” 782" e m0s” 743" ;" s1g” 1
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95

*_Corrslation is significant atthe 0.01 level (2-tailed)
* Conrslation is significant atthe 0.05 levsl (2-tailsd).




image33.png
Correlations

v v2 va 4 ¥8 e \d e Totaly.
v Pearson Correlation 1 123 se4” 53 184 as7 404" o6 79"
Sig. (24ailed) 235 000 000 074 000 000 462 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Y2 Pearson Correlation 123 1 108 262" 148 027 A7t 082 4"
Sig. (24ailed) 235 3t 010 153 798 098 43t 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
va Pearson Correlation 564" 108 1 574" 208" 338" a8t -ost 74"
Sig. (24ailed) 000 3t 000 004 001 000 558 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
a4 Pearson Correlation 538" 62 &4 1 489" 28 42" 128 787"
Sig. (24ailed) 000 010 000 000 034 000 27 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Y5 Pearson Correlation 184 148 206" 4sg” 1 124 154 083 s2t”
Sig. (24ailed) 074 153 004 000 232 135 546 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
& Pearson Correlation 367" 027 33" 28" 124 1 7" -0e8 s
Sig. (24ailed) 000 798 001 034 232 000 354 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
¥7 Pearson Correlation 494" A7t ars” am2” 154 37" 1 167 708"
Sig. (24ailed) 000 098 000 000 135 000 108 000
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
e Pearson Correlation 076 082 -081 128 083 -0%8 167 1 232
Sig. (24ailed) 462 431 558 217 546 354 108 023
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95
TotalY PearsonComelaton 719" 42" 74" ger” sn” a4 08" 232 1
Sig. (24ailed) 000 000 000 000 000 000 000 023
N 95 95 95 95 95 95 95 95 95

* Corrslation is significant atthe 0.01 level (2-tailed)
* Conrslation is significant atthe 0.05 levsl (2-tailsd).




image34.png
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha Nof tems

859 9




image35.png
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha Nof tems

934 14




image36.png
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha Nof tems

4 8




image37.png
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandard
ed Residual

N o
Normal Parameters™® Mean 0000000
Sid. Deviation_ 3.04051689

Most Exreme Diflerences _Absolute 088
Pasitive 051

Negative 058

Test Stastc 088
Asymp. Sig. (2-tailed) 200%¢

a.Testdistribution is Normal
b. Calculated flom data

. Lillfors Significance Correction

. This s a lower bound of the true significance.
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Coefficients®

Standardized
Unstandardized Cosficients  Coefficients

Collinsarity Statistics
Wodel 8 Std. Error Beta t sig.  Tolerance  VIF
1 (Constant) 11.363 2237 5.080 000
Totalxt 491 o78 621 6308 000 596 1677
Totalx2 044 046 093 946 346 596 1677
a.Dependent Variable: TotalY
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a.Dependent Variable: ABS_RES
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a.Dependent Variable: TotalY
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